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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Dengan melihat hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat di tarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa Tim Pora mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan
berdasarkan :
a. Bab VI Pengawasan Keimigrasian Pasal 66, 67, 68, 69, 70, 71, dan
72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Pada pasal 68 ayat (1)
yakni tentang pengawasan terhadap orang asing, berbunyi :
“pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada
saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin
tinggal dilakukan dengan : a) pengumpulan, pengolahan, serta
penyajian data dan informasi; b) penyusunan daftar nama orang
asing yang dikenai penangkalan atau pencegahan; c) pengawasan
terhadap keberadaan dan kegaitan orang asing di wilayah Indonesia;
d) pengambilan foto dan sidik jari; dan e) kegiatan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.”
b. Bab VI Pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah
Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta Penanganan
terhadap Korban Perdagangan Orang Dan Penyeludupan Manusia,
pasal 180 dan 181 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013
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Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2011 Tentang Keimigrasian yakni tentang pengawasan terhadap
orang asing secara Pengawasan Administratif maupun Pengawasan
Lapangan.
2. Bahwa mekanisme yang digunakan Tim Pora dalam hal Pengawasan
dan Penegakan Hukum sesuai sebagaimana dengan aturan yang tertera
dalam poin 1.
3. Bahwa tindak lanjut dari penegakan hukum dengan luas wilayah
Kabupaten Sukabumi yang memiliki 47 (empat puluh tujuh) Kecamatan
serta berbatasan dengan Australia, sehingga menimbulkan kurangnya
personil (SDM) untuk melakukan pengawasan secara lapangan dan
mempengaruhi kinerja.
4. Bahwa pada Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran administratif
sebanyak 84 (delapan puluh empat).
5. Bahwa dari jumlah 84 (delapan puluh empat) pelanggaran ini dilakukan
oleh 40 (empat puluh) orang warga Negara asing yang diselesaikan
dengan Tindakan Administratif Keimigrasian adapun jenis TAK yang
diberikan kepada 40 negara asing ini yakni :
a. Penangkalan sebanyak 5 (lima) orang;
b. Pembatalan Izin Tinggal sebanyak 15 (lima belas) orang;
c. Larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu sebanyak 1
(satu) orang;
d. Pendetensian sebanyak 26 (dua puluh enam) orang;
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e. Pengenaan biaya beban sebanyak 12 (dua belas) orang; dan
f. Pendeportasian sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
Dengan total keseluruhan sebanyak 84 (delapan puluh empat)
pelanggaran yang dilakukan oleh 40 (empat puluh) orang warga Negara
asing.
B. Saran
a. Bahwa diperlukan koordinasi yang lebih baik antar sesama anggota Tim
Pora.
b. Bahwa diperlukannya keterbukaan / transparan terhadap informasi
dalam Tim Pora sehingga sesama anggota Tim Pora mengetahui
mekanisme dalam penyelesaian suatu pelanggaran.
c. Bahwa dengan luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi yang memiliki 47
(empat puluh tujuh) kecamatan dan kurangnya personil / SDM
diperlukan penambahan personil / SDM untuk mempermudah dalam
pengawasan khususnya pengawasan di lapangan sehingga dapat
meningkatkan kinerja dan dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran
yang terjadi di Tahun 2018.
